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5. MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H. NIA : 19.03446 

6. MISRA PURNAMAWATI, S.H., M.H. NIA : 02.10043 

7. DIAN YULIANI, S.H., M.H. NIA : 15.10.1.525 

8. MAULANA AKBAR, S.H NIA : 22.00443 

9. M.NUR, S.H.I., M.H NIA : 24.01182 

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor F & P Law Firm yang 

beralamat di Chek Yukee Lt. 2, Jalan Pinggir Kali, Kp. Baru, Kecaamatan Baiturrahman, 

Kota Banda Aceh, alamat email advokat.hermanto@gmail.com; Hp. 085216689293, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi 

Kuasa. 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pemohon;

terhadap 

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, yang berkedudukan di Jalan

Perumnas Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi 

Aceh. 

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon calon Walikota dan 

Wakil Walikota Langsa, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) 

Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan 

Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan 

pada hari Senin tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (02-12-

2024) pukul 13.55 WIB) (Bukti P-1) 

I. Penqantar Permohonan

Perjuanqan Melawan Politik Uanq di Pilkada Kota Lanasa 2024;

Izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini bukan dengan bahasa

hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Perkenankan kami untuk

bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu,
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bagian pengantar ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi 

Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, bil khusus Kota Langsa, 

terutama bagi yang mendambakan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, tanpa 

kecurangan dan pelanggaran, dimana pemilu yang akan menghadirkan derajat 

yang lebih terhormat dan bermartabat. Kami ingin buktikan, bahwa uang bukan 

segalanya. Pesan pentingnya: uang harus dikalahkan, dan jangan terus dibiarkan 

menjadi penentu pemenang pilkada". 

Dari sumber-sumber informasi yang kami dapatkan, bagaimana kemudian uang 

dijadikan senjata utama dalam Pilkada Kota Langsa 2024 dengan membagi-bagikan 

uang kepada Masyarakat pemilih dengan skema yang dibangun dengan media 

elektronik berupa grup Whatsaap dalam merencanakan dan mengawal pemberian 

uang kepada Pemilih dan memastikan Pemilih datang ke TPS dan mencoblos salah 

satu pasangan calon, kemudian Timses sesudah memastikan sudah di coblos di TPS 

atas nama Pasion itu oleh Pemilih, Pemilih diwajibkan untuk memperlihatkan Kupon 

dan memfoto dengan mengacungkan 2 jari membuktikan telah mencoblos kertas 

suara pada calon walikota dan wakil wali kota nomor urut 2 setelahnya Timses 

memberikan sepenuhnya uang yang dijanjikan sejak awal sebelum pencoblosan, 

lalu kemudian sejak awal dimulai dari tahapan kampanye dimana didalamnya 

terlibatnya Aparatur Sipil Negara dan Penjabat (PJ) Kepala Desa yang merupakan 

Aparatur Pemerintahan Desa yang tersebar di 4 ( empat) Kecamatan di Kota Langsa 

yang salah satunya dilakukan pada pertemuan di acara organisasi masyarakat 

Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) yang sudah menjadi temuan oleh 

PANWASUH Kota Langsa dan muatan isi Kampanye Pasion nomor urut 2 yang 

terang-terangan menyatakan tentang politik uang secara gamblang dihadapan 

Masyarakat pemilih pada Kota Langsa di Desa Lengkong, kecamatan Langsa Baro 

Kota Langsa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024, seolah-olah ingin 

menyatakan ''sah-sah saja memberikan uang jika punya uang'; yang ternyata 

seluruh kegiatan dalam Pilkada Kota Langsa tersebut terungkap dengan adanya 

tangkap tangan oleh Warga terhadap 2 Pemuda yang sedang membagikan uang 

kepada Pemilih di Desa Asam Petek, dimana ditemukan Amplop berisi pecahan 

uang Rp. 50.000 dan Kartu Pasion Nomor urut 2 yang secara nyata perbuatan guna 
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mengiring pemilih untuk mencoblos nomor urut 2 di seluruh kecamatan pada Kota 

langsa; 

kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa money 

politics "serangan fajar" yang kebanyakan terjadi menjelang hari pencoblosan di 

tanggal 27 November 2024. Akhirnya, bagaimana akhir cerita Pilkada Kota Langsa 

2024, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami 

tentu berharap banyak agar pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan 

kami, melalui putusan yang menegakkan prinsip konstitusional Pilkada Kota Langsa 

2024 yang LUBER dan JURDIL. Sebagaimana kami sampaikan dalam Petitum, kami 

berpandangan bahwa Pasion 2 Jeffri Sentana- M. Haikal layak untuk dibatalkan 

karena melanggar ketentuan dalam Pasal 73 UU Pilkada, namun kalaupun Majelis 

Hakim Konstitusi punya pandangan yang lain, kami memohon pintu keadilan tidak 

sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di Kota 

Langsa, Semoga Allah S.W.T. meridhoi perjuangan kita bersama untuk hadirnya 

pemilu yang LUBER dan JURDIL, demi Indonesia juga Kota Langsa yang lebih 

demokratis, lebih terhormat dan lebih bermartabat. Amin ya Robbal alamin. 

II. TENTANG PERBAIKAN

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme

Speedy Trial yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam

menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada''), memberikan batas

yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai

berikut: Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada: (5) Peserta Pemilihan mengajukan

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
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paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan 

suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (7) Dalam hal 

pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, 

pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari 

kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbaikan 

permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama 

kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil 

yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga 

perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga 

mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi 

perubahan Petitum. Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak 

lain dan tidak bukan tetaplah PERBAIKAN PERMOHONAN, yang memang 

dimungkinkan secara Hukum Acara Mahkamah. Hak untuk melakukan perbaikan 

permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 

tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 

halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut: ''Bahwa persoalan substansial dalil

dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang 

menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekadar redaksional 

semata, ha/ tersebut Juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk 

menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam 

perkara yang bernuansa ''perse/isihan kepentingan yang bersifat privat'; sebagai 

badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah 

lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah 

sebagai badan peradi/an yang memutus perkara perse/isihan kepentingan para 

pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan 

para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai 

melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon 

termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon. "Kemudian lebih penting lagi hak bagi Termohon dan Pihak 

Terkait untuk memberikan jawaban jauh lebih luas dari pada hak Pemohon 
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mengajukan Perbaikan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 

Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (''PMK 4/2024"), 

Termohon dan Pihak Terkait diberikan hak mengajukan Jawaban Permohonan 

paling cepat pada 31 Desember 2024 di mana mereka sudah dapat menerima 

Perbaikan Permohonan Pemohon dengan mendownload pada situs 

mahkamahkonstitusi.go.id. Artinya Termohon dan Pihak Terkait memiliki waktu 16 

(enam belas) hari kalender untuk menjawab Permohonan, dibanding Pemohon 

yang secara faktual hanya memiliki waktu 6 (enam) hari kalender untuk 

mengajukan permohonan dan perbaikannya. Mahkamah juga menegaskan, yang 

terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah 

memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab

menjawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 2019 halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut: 

''Bahwa berkait dengan ha/ di atas, penting ditegaskan, ha/ yang paling esensial 

untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup 

kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan 

petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. 

0/eh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum 

permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan 

formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih 

setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta 

Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, 

terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu 

menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan 

demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat 

dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak 

Pemohon. " Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon 

mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
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Langsa Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Langsa Tahun 2024 bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada 

tanggal 02 Desember 2024 pukul 13.55 WIB; 

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan

Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang

undangan.

V. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

menyatakan bahwa:

{l} Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a) pasangan ca/on Gubernur dan Wakil Gubernur;

b) pasangan ca/on Bupati dan Wakil Bupati;

c) pasangan ca/on Walikota dan Wakil Walikota; atau

d) pemantau pemilihan dalam ha/ hanya terdapat satu pasangan ca/on.

2. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 335

Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota

Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

(Bukti P-2)

3. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 337

Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 23

September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil

Walikota di Kota Langsa Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-3)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan

ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No Jumlah Penduduk Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan Perolehan 
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adapun Aparatur Desa yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 

yaitu: 

• Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa

Baro An. Yundi,

• Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Mutia, Kecamatan Langsa Kota An.

Mahendra Ramadata,

• Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat An.

Yusri,

• Penjabat (PJJ Keuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat

An. Hendra Farizal Manulang, S.E,

9. Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat (PJ)

Keuchik/Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas, telah menjadi Temuan

oleh Panwaslih Kota Langsa serta telah adanya Hasil Kajian Panwaslih Kota

Langsa Nomor: 001/TM/PW/Kota/0l.03/x/2024 tertanggal 15 Oktober 2024

yang pada pokoknya Panwaslih Kota Langsa berkesimpulan bahwa benar

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat (PJ) Keuchik/Kepala Desa terlibat

dalam acara politik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa

Nomor Urut 2 dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(Bukti P-4)

10. Bahwa selain itu, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 dikarenakan terdapat

pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa politik uang (money

politic) yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Langsa Nomor Urut 2 di 5 (lima) Kecamatan pada Kota Langsa;

11. Bahwa terhadap pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa praktik

politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2, dengan telah adanya sebanyak 6 (Enam)

laporan/pengaduan ke Panwaslih Kota Langsa yang dilaporkan oleh beberapa

masyarakat dari beberapa desa sebagaimana Tanda bukti Penyampaian

laporan sebagai berikut :
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135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah 

Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). 

18. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,

walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan

hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan; ( vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT

XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 terhadap permohonan a qua,

19. Bahwa merujuk lebih lanjut pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang

mengatakan

... tidak dapat dinafikan bahwa se/uruh penyimpangan yang terjadi dalam 

proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar 

pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif 

dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak 

membiarkan ha/ demikian apabl'la bukti yang dihadapkan memenuhi syarat 

keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ... " 

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan '� .. bahwa 

dalam memutus perse/isihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya 

menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari 

pemungutan suara tetapi harus Juga menggali keadilan dengan menilai dan 

mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya 

menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan 
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penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan panwaslu 

dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab 

itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang 

dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun 

pelangaran-pelangaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan 

suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk 

menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) 

UUD 1945 yang berbunyi, ''kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan'; dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ''setiap 

orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum" (vide him. 127 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) 

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan
Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota

Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 yang dibuktikan bersama-sama
dengan pokok permohonan.

VI. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Langsa Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing
pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel1 

No J Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 10.030 
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 31.916 
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

20.591 
(Pemohon)
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3. Bahwa tindakan tersebut memberikan keuntungan jumlah suara di 5 (Lima)

Kecamatan Pemilihan Pada Kota Langsa :

- Pasion 02 : 40%

- Pemohon : 26%

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas perolehan suara Pasangan Calon

Nomor Urut 2 yang pada faktanya suara tersebut diperoleh oleh cara-cara

kecurangan sehingga melanggar asas Luber dan Jurdil serta rasa keadilan

masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota

Langsa Tahun 2024;

5. bahwa adapun uraian pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Nomor

Urut 2 sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

5.1. Tentang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj

Geuchik/ Kepala Desa 

a. Bahwa berdasarkan hasil Temuan Panwaslih Kota Langsa, telah

terbuktinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan Pj Geuchik/Kepala Desa dalam kegiatan Kampanye

pada salah satu cafe di Kota Langsa bernama Planet Eleven Cafe pada

tanggal 6 Okotober 2024, dimana temuan tersebut karena adanya

video yang viral di media sosial dan berdasarkan berita daring yang

dapat dilihat :

Panwaslih Langsa Investigasi Dugaan Keterlibatan Oknum Pj Keuchik

dan Keuchik di Deklarasi Pasion - Serambinews.com (Bukti P-16)

https://www.acehportal.com/news/panwaslih-kota-langsa-dalami

kasus-dugaan-empat-asn-pj-geuchik-terlibat-kampanye/index.html

(Bukti P-17)

Dugaan Keterlibatan Oknum Keuchik Di Deklarasi Pasion

(Bukti P-18)

11Qri as 1� an c;�Se 1diki ')ugaan Pelanqqaran Net alitas ASN dalam

Deklarasi Pasion Pilkada Langsa 2024 - AtjehUpdate.com(Bukti P-

19) 

Panwaslih Langsa Gelar Pleno Usut Duqaan ASN Ikut Kampanye I 

Analisa Aceh _(Bukti P-20) 
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Atas temuan tersebut Panwaslih Kota Langsa telah mengeluarkan Kajian 

untuk ditindak lanjuti kepada PJ. Wali Kota Langsa, dimana menunjukkan 

perencanaan yang sejak awal telah disusun dengan rapi untuk tujuan 

memperoleh suara yang dominan dengan kecurangan dan pelanggaran 

asas pemilu yang luber dan jurdi dalam Pilkada Kota Langsa; 

b. Bahwa adapun Aparatur Desa yang dilibatkan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 2 yaitu

- Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan

Langsa Lama An. Yundi Mauliza,
- Penjabat (PJ) Keuchik Karang Anyer, Kecamatan Langsa Baro An.

Hartama, S.STP,
- Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa

Barat An. Yusri, SH.
- Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa

Barat An. Hendra Farizal Manulang, S.E.,

c. Bahwa atas temuan Panwaslih Kota Langsa tersebut, telah diterbitkan

Hasil Kajiannya Nomor: 001/fM/PW/Kota/01.03/x/2024 tertanggal 15

Oktober 2024 dengan kesimpulan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj

Geuchik/Kepala Desa yang terlibat tersebut melanggaran aturan

perundang-undangan dan kode etik ASN;

d. Bahwa keterlibatan Pj Geuchik/Kepala Desa merupakan bagian untuk

mempengaruhi pemilih serta perbuatan terorganisir, matang dan rapi

guna pembagian uang kepada Pemilih sebagaimana terlihat dari

temuan tersebut, Pj Geuchik/Kepala Desa tersebut tersebar di

Kecamatan yang berbeda pada Kota langsa, maka rangkain fakta

tersebut bertujuan untuk menguntungkan perolehan jumlah suara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merugikan peserta pemilihan yang

lain, khususnya Pemohon.

e. Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Pasion Nomor

urut 2 di Kecamatan Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat dengan

raihan suara

e. l. Langsa Lama

Pasion 02 : 46 % 
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Pemohon : 21 % 

e.2. Langsa Baro :

Pasion 02 : 45 % 

Pemohon : 29 % 

e.3. Langsa Barat :

Pasion 02 : 35% 

Pemohon: 22% 

f. Bahwa peristiwa di atas secara jelas telah melanggar ketentuan

berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

yang menyebutkan:

Dalam kampanye, pasangan ca/on dilarang melibatkan: a. pejabat 
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil 
Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota 
Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan 
lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat 
Kelurahan. 

g. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D

IV /2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan: berwenang

mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran-pelanggaran

yang berakibat pada perhitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran

dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara

Terstruktur, Sistematis dan Masif antara lain meliputi:

1. Berupa praktik politik uang;

2. Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat kota

hingga tingkat TPS;

3. Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai

koordinator aksi, saksi, dan/atau relawan;

4. Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik

langsung maupun tidak langsung kepada aparatur

pemerintahan;

5. Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;
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